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The legal regulation of generic drugs in Indonesia is a complex and 

multidimensional issue, involving the interaction between the Health Law and 

the Patent Law. This study aims to analyze how these two laws interact in 

regulating the production, distribution, and accessibility of generic drugs. 

Using current data and statistics, as well as relevant case studies, this research 

reveals the impact of these regulations on drug accessibility for the public, 

especially for low-income groups. The research findings indicate that while the 

Health Law provides a legal basis for improving drug accessibility, the Patent 

Law often acts as an obstacle that complicates the situation. 
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Pengaturan hukum terhadap obat generik di Indonesia merupakan isu yang 

kompleks dan multidimensional, melibatkan interaksi antara Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Paten. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana kedua undang-undang tersebut berinteraksi dalam 

mengatur produksi, distribusi, dan aksesibilitas obat generik. Dengan 

menggunakan data dan statistik terkini, serta contoh kasus yang relevan, 

penelitian ini mengungkapkan dampak dari regulasi tersebut terhadap 

aksesibilitas obat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang 

kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kesehatan 

memberikan landasan hukum untuk meningkatkan aksesibilitas obat, UU Paten 

seringkali menjadi penghalang yang memperumit situasi tersebut. 

 

Pendahuluan 

Obat generik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan, terutama di negara berkembang 

seperti Indonesia. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sekitar 60% obat yang 

beredar di Indonesia adalah obat generik. Angka ini mencerminkan betapa signifikan peran obat generik 

dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membeli obat 

bermerk yang sering kali memiliki harga yang lebih tinggi. Obat generik, yang memiliki komposisi dan efek 

yang sama dengan obat bermerk, menawarkan solusi yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. 

Namun, meskipun kontribusi besar obat generik dalam sistem kesehatan, pengaturan hukum yang mengatur 

obat generik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah interaksi 

antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Paten. 

Undang-Undang Kesehatan yang disahkan pada tahun 2009 bertujuan untuk menjamin hak atas kesehatan 

dan aksesibilitas obat bagi seluruh masyarakat. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap individu 

memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, termasuk akses terhadap obat-obatan yang 

diperlukan. Dalam konteks ini, obat generik menjadi sangat penting karena dapat menyediakan alternatif 

yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Misalnya, dalam kasus penyakit kronis seperti diabetes atau 

hipertensi, obat generik dapat membantu pasien yang tidak mampu membeli obat bermerk untuk tetap 

mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Namun, meskipun UU Kesehatan memberikan dasar hukum 

untuk aksesibilitas obat, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan dan 
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praktik di tingkat lokal. 

 

Di sisi lain, Undang-Undang Paten yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual atas penemuan 

obat seringkali membatasi produksi obat generik. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada 

perusahaan farmasi untuk memproduksi dan mendistribusikan obat bermerk selama periode tertentu, yang 

dapat mencapai 20 tahun. Selama periode ini, perusahaan tersebut memiliki monopoli atas penjualan obat, 

yang sering kali mengakibatkan harga yang tinggi dan mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat. Sebagai 

contoh, beberapa obat yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan kanker atau penyakit langka sering kali 

hanya tersedia dalam bentuk bermerk dengan harga yang selangit, sementara obat generik yang seharusnya 

dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah terhambat oleh paten yang ada. Hal ini menciptakan dilema di 

mana perlindungan hak kekayaan intelektual bertentangan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses 

terhadap layanan kesehatan yang layak. 

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua undang-undang ini berinteraksi dan 

dampaknya terhadap aksesibilitas obat generik di Indonesia. Seringkali, ketentuan dalam UU Paten 

menghalangi produksi obat generik, meskipun UU Kesehatan menekankan pentingnya aksesibilitas. 

Misalnya, ketika sebuah perusahaan farmasi mendapatkan paten untuk obat baru, mereka dapat menuntut 

agar produksi obat generik dihentikan, meskipun obat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan etis tentang keseimbangan antara perlindungan inovasi dan hak masyarakat untuk 

mendapatkan perawatan yang memadai. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, serta memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah 

dengan melakukan revisi terhadap UU Paten untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi produksi obat 

generik, terutama untuk obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat 

mempertimbangkan untuk memberikan lisensi wajib bagi produsen obat generik dalam situasi darurat 

kesehatan, seperti pandemi, di mana akses cepat terhadap obat-obatan sangat penting. 

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya obat generik juga merupakan langkah 

yang krusial. Banyak orang masih memiliki stigma terhadap obat generik, menganggapnya kurang efektif 

dibandingkan obat bermerk. Melalui program edukasi yang tepat, masyarakat dapat diberikan informasi yang 

akurat tentang kualitas dan efektivitas obat generik, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan obat 

tersebut sebagai alternatif yang lebih terjangkau. 

Meskipun obat generik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan di Indonesia, 

interaksi antara UU Kesehatan dan UU Paten menciptakan tantangan yang signifikan dalam hal aksesibilitas. 

Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri farmasi, dan masyarakat untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung produksi dan distribusi obat generik. Dengan melakukan revisi terhadap 

regulasi yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akses terhadap obat generik dapat 

ditingkatkan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh hak mereka untuk kesehatan yang lebih 

baik. 

 

Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini, akan dibahas secara mendalam berbagai literatur yang relevan mengenai 

pengaturan obat generik di Indonesia. Pengaturan obat generik merupakan isu yang sangat penting dalam 

konteks kesehatan masyarakat, mengingat aksesibilitas terhadap obat yang terjangkau dapat berpengaruh 

besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Penelitian oleh Hidayati (2020) menunjukkan bahwa pengaturan 

obat generik di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam hal implementasi Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Paten. Meskipun UU Kesehatan memberikan kerangka hukum yang 
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seharusnya mendukung peningkatan aksesibilitas obat, kenyataannya UU Paten seringkali menjadi 

penghalang bagi perusahaan farmasi lokal untuk memproduksi obat generik. 

Hidayati menjelaskan bahwa UU Kesehatan, yang disahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan 

akses masyarakat terhadap obat-obatan, tidak sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Misalnya, 

meskipun ada ketentuan yang mengatur tentang obat generik, banyak produk yang tidak memenuhi standar 

kualitas, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap obat generik itu sendiri. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri, di mana perusahaan farmasi lokal harus menghadapi regulasi yang ketat tanpa dukungan 

yang cukup dari pemerintah. Dalam hal ini, contoh dari negara lain seperti India, yang telah berhasil 

menciptakan industri obat generik yang kuat, menjadi relevan. Di India, pemerintah memberikan insentif 

bagi produsen obat generik untuk memproduksi obat dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga 

meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. 

Selanjutnya, penelitian oleh Santoso (2021) mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara 

perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebutuhan masyarakat akan obat yang terjangkau. Dalam konteks 

ini, perlindungan hak paten yang berlebihan justru dapat merugikan masyarakat. Data dari Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih fleksibel terhadap 

obat generik cenderung memiliki aksesibilitas obat yang lebih baik. Misalnya, di negara-negara yang 

menerapkan kebijakan compulsory licensing, di mana pemerintah dapat mengizinkan produksi obat generik 

meskipun ada paten, masyarakat dapat memperoleh obat dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini 

menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ramah terhadap obat generik dapat meningkatkan kesehatan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Meskipun demikian, tantangan dalam pengaturan obat generik tidak hanya terletak pada aspek regulasi, 

tetapi juga pada edukasi masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa edukasi masyarakat tentang obat 

generik masih rendah. Menurut Survei Kesehatan Nasional (Riskesdas) 2018, hanya sekitar 30% masyarakat 

yang mengetahui tentang keberadaan obat generik dan manfaatnya. Rendahnya tingkat pengetahuan ini dapat 

disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan. Misalnya, 

kampanye informasi yang tidak memadai dapat membuat masyarakat ragu untuk memilih obat generik, 

meskipun harganya lebih terjangkau. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya obat generik dan manfaatnya bagi kesehatan.Dalam 

konteks ini, pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki regulasi terkait obat generik, tetapi juga harus 

meningkatkan edukasi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan tenaga 

kesehatan dalam penyuluhan tentang obat generik. Tenaga kesehatan, seperti dokter dan apoteker, dapat 

memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, sehingga mereka lebih memahami 

manfaat dan keamanan obat generik. Selain itu, kampanye media yang lebih luas juga perlu dilakukan untuk 

menjangkau masyarakat secara lebih efektif. 

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan obat generik di 

Indonesia memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Dari regulasi yang lebih baik hingga 

peningkatan edukasi masyarakat, semua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jika 

pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi produksi dan distribusi obat generik, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya, maka aksesibilitas obat di Indonesia akan 

meningkat. Dengan demikian, kesehatan masyarakat dapat terjamin dan kualitas hidup masyarakat dapat 

ditingkatkan secara keseluruhan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang mendalam. Pendekatan 

ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif mengenai isu-isu yang 

kompleks dalam regulasi obat generik. Dalam konteks ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 
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dengan para ahli hukum, praktisi kesehatan, dan pemangku kepentingan di sektor farmasi. Wawancara 

mendalam ini dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pengetahuan para narasumber tentang 

regulasi obat generik. Melalui teknik ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang tidak hanya sekadar 

data, tetapi juga konteks dan nuansa yang mendasari praktik regulasi di lapangan. 

Sebagai contoh, wawancara dengan ahli hukum dapat mengungkap tantangan hukum yang dihadapi 

dalam penerapan regulasi obat generik, seperti kekhawatiran mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual 

dan bagaimana hal ini memengaruhi ketersediaan obat generik di pasar. Di sisi lain, wawancara dengan 

praktisi kesehatan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana regulasi tersebut berdampak pada akses 

pasien terhadap obat yang terjangkau. Dengan demikian, wawancara ini tidak hanya mengumpulkan data, 

tetapi juga membangun narasi yang lebih luas tentang bagaimana regulasi obat generik berfungsi dalam 

konteks kesehatan masyarakat. 

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta publikasi akademik. Data 

sekunder ini sangat penting dalam memberikan latar belakang yang lebih luas dan mendukung temuan dari 

wawancara. Misalnya, laporan BPOM dapat memberikan statistik tentang jumlah obat generik yang terdaftar 

dan perbandingan antara obat generik dan obat paten dari segi harga dan ketersediaan. Dengan 

mengintegrasikan data sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai 

regulasi obat generik di Indonesia. 

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari wawancara dan 

dokumen yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan tema-tema kunci 

yang relevan dengan penelitian. Misalnya, tema yang muncul mungkin berkisar pada efektivitas regulasi, 

tantangan dalam implementasi, serta persepsi masyarakat terhadap obat generik. Dengan menggunakan 

analisis tematik, penelitian ini dapat menyusun argumen yang lebih kuat dan terstruktur tentang 

bagaimana regulasi obat generik di Indonesia dapat diperbaiki. 

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan regulasi obat 

generik di Indonesia dengan negara lain, seperti India dan Brasil, yang memiliki pengalaman berbeda dalam 

mengatur obat generik. Analisis ini penting karena dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang 

dapat diadopsi oleh Indonesia. Misalnya, India dikenal dengan industri farmasi yang kuat dan memiliki 

banyak obat generik yang terjangkau. Dengan mempelajari bagaimana India mengatur dan mempromosikan 

obat generik, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dalam mengembangkan kebijakan yang 

mendukung akses masyarakat terhadap obat. 

Di sisi lain, Brasil juga memiliki pendekatan yang unik dalam mengatur obat generik, termasuk program 

pemerintah yang mendukung produksi dan distribusi obat generik. Dengan membandingkan kedua negara 

tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi elemen-elemen regulasi yang efektif dan dapat diterapkan 

dalam konteks Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memperkaya analisis, tetapi juga memberikan 

rekomendasi yang lebih konkret untuk perbaikan kebijakan.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi obat 

generik di Indonesia melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif. Dengan menggabungkan wawancara 

mendalam dan analisis data sekunder, serta melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang 

lebih baik. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam regulasi obat generik, 

diharapkan akses masyarakat terhadap obat yang terjangkau dan berkualitas dapat ditingkatkan, sejalan 

dengan undang-undang terbaru yang mengatur industri farmasi dan kesehatan di Indonesia. 

 

Hasil dan Pembahasan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara UU Kesehatan dan UU Paten di Indonesia masih 

belum harmonis. Meskipun UU Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memproduksi dan 

mendistribusikan obat generik, UU Paten seringkali menjadi penghalang bagi produsen lokal untuk 

memasuki pasar. Misalnya, terdapat kasus di mana perusahaan farmasi lokal terpaksa membayar royalti yang 

tinggi kepada pemegang paten internasional, sehingga harga obat generik menjadi tidak terjangkau bagi 

masyarakat. Situasi ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap 

obat-obatan yang terjangkau, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Data dari BPOM menunjukkan bahwa harga obat generik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi yang lebih mendukung. Sebagai contoh, harga obat 

generik untuk penyakit diabetes di Indonesia mencapai Rp 150.000 per bulan, sementara di India harganya 

hanya sekitar Rp 50.000. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ketat terkait paten berkontribusi pada 

tingginya harga obat generik di Indonesia. Perbandingan ini menjadi indikator yang jelas bahwa kebijakan 

yang diterapkan di Indonesia perlu dievaluasi dan disesuaikan agar bisa lebih bersahabat dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan keberadaan 

obat generik di masyarakat menjadi faktor penghambat aksesibilitas. Banyak masyarakat yang masih ragu 

untuk menggunakan obat generik karena kurangnya informasi dan stigma yang melekat pada produk 

tersebut. Misalnya, ada anggapan bahwa obat generik tidak seefektif obat bermerek, padahal banyak obat 

generik yang memiliki kandungan dan kualitas yang sama dengan obat bermerk. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang obat generik. Kampanye informasi yang lebih agresif dan transparan mengenai keunggulan obat 

generik dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan mendorong penggunaan obat generik yang 

lebih luas. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis lebih dalam mengenai dampak dari pengaturan hukum 

terhadap aksesibilitas obat generik di Indonesia. Pertama, perlu dicatat bahwa UU Kesehatan memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk produksi dan distribusi obat generik. Namun, implementasi UU tersebut 

seringkali terhambat oleh regulasi paten yang ketat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, produsen obat 

generik harus menunggu hingga paten obat berakhir sebelum mereka dapat memproduksi versi generik, 

yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini menciptakan celah waktu yang cukup panjang di mana 

obat yang sebenarnya sudah dapat diakses oleh masyarakat tetap tidak tersedia, sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi pasien yang membutuhkan. 

Kedua, perlu diperhatikan bahwa UU Paten di Indonesia mengadopsi sistem paten yang cukup ketat, 

mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights). Meskipun tujuan dari perlindungan paten adalah untuk mendorong inovasi, 

dalam praktiknya hal ini seringkali mengakibatkan monopolinya pasar oleh perusahaan-perusahaan besar, 

sehingga mengurangi aksesibilitas obat bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan besar 

ini memanfaatkan kekuatan paten mereka untuk menetapkan harga yang tinggi, yang pada gilirannya 

mengakibatkan banyak masyarakat tidak mampu untuk membeli obat yang mereka butuhkan. Ketiga, peran 

pemerintah dalam mengatur harga obat generik juga sangat penting. Meskipun ada kebijakan harga eceran 

tertinggi (HET) untuk obat generik, dalam praktiknya masih banyak obat yang dijual di atas harga tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor farmasi perlu ditingkatkan 

agar masyarakat dapat memperoleh obat generik dengan harga yang terjangkau. Pemerintah harus lebih 

proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penjualan obat, serta memberikan sanksi yang tegas 

bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan harga yang telah ditetapkan. 

Keempat, kolaborasi antara pemerintah, produsen obat, dan lembaga kesehatan masyarakat perlu 

ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung aksesibilitas obat generik. Misalnya, 
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pemerintah dapat memberikan insentif bagi produsen lokal untuk memproduksi obat generik, serta 

melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat obat generik. 

Kolaborasi ini juga dapat melibatkan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus pada kesehatan 

masyarakat, sehingga usaha peningkatan aksesibilitas obat generik dapat berjalan lebih efektif dan 

menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. 

Kelima, pentingnya penelitian dan pengembangan (R&D) dalam sektor farmasi juga tidak bisa 

diabaikan. Dengan mendorong penelitian dan pengembangan obat generik, diharapkan akan muncul inovasi 

yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas obat generik yang tersedia di pasaran. Investasi dalam 

R&D tidak hanya akan membantu menciptakan produk yang lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan daya 

saing produsen lokal di pasar global. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih 

besar terhadap penelitian yang berfokus pada pengembangan obat generik, baik melalui pendanaan maupun 

fasilitasi akses terhadap teknologi dan informasi. 

 

Simpulan 

Pengaturan hukum terhadap obat generik di Indonesia merupakan suatu isu yang kompleks dan 

melibatkan interaksi antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Paten. Kedua undang-undang 

ini memiliki tujuan yang berbeda namun saling terkait, dan keduanya memiliki dampak yang signifikan 

terhadap aksesibilitas obat bagi masyarakat. Di satu sisi, Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar 

hukum yang kuat untuk meningkatkan aksesibilitas obat generik, yang seharusnya memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh obat yang terjangkau dan berkualitas. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Paten 

seringkali menjadi penghalang yang memperumit situasi tersebut, karena memberikan perlindungan 

eksklusif kepada produsen obat paten, sehingga mengurangi persaingan yang seharusnya ada di pasar obat 

generik. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat pada kasus obat antiretroviral yang 

digunakan untuk mengobati HIV/AIDS. Meskipun terdapat obat generik yang lebih murah dan efektif, 

banyak pasien yang masih sulit mengaksesnya karena adanya paten yang melindungi obat asli. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung aksesibilitas, kenyataannya masih ada 

banyak faktor yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Oleh karena 

itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum ini dapat 

diperbaiki agar lebih berpihak kepada masyarakat. 

Harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Paten merupakan langkah yang 

sangat diperlukan. Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

produsen obat, dan organisasi kesehatan, sangat penting untuk menciptakan suatu sistem yang mendukung 

pengembangan dan distribusi obat generik. Misalnya, pemerintah dapat mengambil langkah proaktif dengan 

memberikan insentif kepada perusahaan farmasi yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan obat 

generik, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada obat paten yang ada. Dengan cara ini, diharapkan 

akan muncul lebih banyak pilihan obat yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang obat generik juga merupakan hal yang krusial. 

Banyak orang masih memiliki stigma atau keraguan terhadap obat generik, menganggapnya tidak seefektif 

obat paten. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang menjelaskan manfaat dan keamanan obat generik perlu 

dilakukan secara luas. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk 

mengadakan seminar atau workshop yang membahas tentang obat generik, sehingga masyarakat dapat 

memahami bahwa obat generik yang beredar di pasar telah melalui proses uji yang ketat dan memenuhi 

standar kualitas yang ditetapkan. 

Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan sangat penting dalam konteks ini. Peningkatan pengawasan 

terhadap harga obat merupakan salah satu langkah yang harus diambil. Pemerintah perlu memastikan bahwa 
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harga obat generik tetap terjangkau bagi masyarakat, dengan cara melakukan pemantauan dan penegakan 

hukum terhadap praktik-praktik penetapan harga yang tidak adil. Selain itu, kolaborasi antara pemangku 

kepentingan juga perlu diperkuat. Misalnya, asosiasi produsen obat generik dan lembaga pemerintah dapat 

bekerja sama untuk menciptakan platform komunikasi yang efektif, sehingga semua pihak dapat berbagi 

informasi dan pengalaman dalam meningkatkan aksesibilitas obat. 

Dorongan untuk penelitian dan pengembangan obat generik juga harus menjadi prioritas. Pemerintah 

dapat memberikan dukungan finansial atau fasilitas kepada perusahaan yang ingin melakukan penelitian 

dalam bidang ini. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan muncul inovasi baru dalam 

pengembangan obat generik yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga efektif dan aman bagi masyarakat.  

Secara keseluruhan, aksesibilitas obat generik di Indonesia adalah isu yang memerlukan perhatian 

serius dari semua pihak. Dengan adanya harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang 

Paten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta langkah-langkah konkret dalam kebijakan, diharapkan 

masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap obat generik. Hal ini tidak hanya akan 

meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan 

sistem kesehatan di Indonesia. Dalam kesimpulannya, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas obat generik 

adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi 

mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 
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